PBepati Fabang

PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI SUBANG

NOMOR D 503/ han A H-LP s ET O /2018

TENTANG

PENDELEGASIAN KEWENANGAN PENANDATANGANAN PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN DARI BUPATI SUBANC KEPADA KEPALA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN SUBANG
BUPATI SUBANG,

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan
Pasal 11 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan terpadu
Satu Pintu maka perlu diterbitkan Pendelegasian
Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non
perizinan dari Bupati Subang kepada Kepala Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Subang;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a di atas, maka perlu
ditetapkan Pendelegasian Kewenangan
Penandatanganan Perizinan dan Non perizinan dari
Bupati Subang kepada Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Subang dengan Keputusan Bupati.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4
Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten
Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan
mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran
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dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (iambahan

Lembaran Negara Republik Iindonesia Nomo
3851);

Undang- Lndang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
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Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4724);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tghun 2009 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038i;

Pembenwukan Peratwuran Peirundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik

indeonesia Nomor S234;

Undang-Undang Nomor 23 Tehun 2014 tC"‘tau.g
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republ

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambaﬂaﬁ
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587} sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2013 tentang Perubashan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerinlahan Dacerah (Lembaran Negara Republil
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679,

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun
2009 tentang Pelayanan Publik;
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Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tents
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Menetapkan

AL A

MEMUTUSKAN

Mendelegasikan Kewenangan Penandatanganan Perizinan
dan Non Perizinan dari Bupati Subang Kepada Kepala
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Subang.

Pendelegasian kewenangan sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KESATU dilakukan terhadap setiap perizinan dan
nor perizinan yang berdasarkan peraturan perundang-
undangan yang berlaku menjadi urusan Pemerintah
Kabupaten kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten.

Sejak berlakunya Keputusan Bupati ini maka seluruh
Keputusan Bupati Subang yang menetapkan perihal

pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan
dan nonpernizinan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

heputusan  Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Subang
Pada tanggal - . . .+
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